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ABSTRAK 

Internet memberikan pelayanan komunikasi dengan berbagai kemanfaatan 
tanpa batas sehingga manusia menjadi semakin penuh kreasi dalam menjalin 
komunikasi di segala aspek kehidupan sate dengan yang lain, namun di batik dampak 
positif penggunaan internet terdapat jugs dampak negatif yang sangat berbahaya yaitu 
munculnya kejahatan dunia dengan modus operandi yang lebih canggih yang dikenal 
dengan "cyber crime". Cyber crime merupakan kejahatan yang terjadi karena 
penyimpangan pemanfaatan teknologi dalam kehidupan masyarakat. 

Peningkatan jumlah tindak pidana cyber crime khususnya di Indonesia 
disebabkan oleh banyak faktor ' salah satunya adalah faktor rumitnya modus operandi 
cyber crime. Modus operandi cyber crime merupakan sesuatu yang sulit untuk 
dipahami apalagi oleh orang-orang atau penyelidik yang kurang memahami teknologi 
infonnasi dan komunikasi khususnya komputer dan jaringan internet dalam berbagai 
bentuk aplikasinya, hal ini dikarenakan memang modus operandi cyber crime sangat 
mengandalkan kemutakhiran teknologi informasi dan komunikasi khususnya 
komputer dan internet, hal inilah yang membedakan cyber crime dengan bentuk 
tindak pidana lainnya. 

Kejahatan cyber crime tidak hanya merugikan orang - perorangan melainkan 
dapat juga badan usaha, perbankan, instansi pemerintah, militer, rumah sakit, bahkan 
negara yang mempergunakan fasilitas komputer dan jaringan internet sebagai media 
komunikasi dan penyimpanan data atau transfer data. 

Melihat betapa besamya kerugian yang dapat ditimbulkan oleh kejahatan 
cyber crime maka dunia internasional berusaha melakukan berbagai tindakan untuk 
memerangi kejahatan cyber crime ini. Semangat anti cyber crime ini 
diimplernentasikan oleh banyak negara di dunia tennasuk di Indonesia. Walaupun 
kejahatan cyber crime ini merupakan kejahatan yang sangat remit modus operandinya 
namun Pemerintah Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia berusaha terns 
memberantas tindak pidana cyber crime ini. 

Banyak hal telah dilakukan antara lain membuat peraturan perundang­
undangan yang mengatur tentang tindak pidana cyber crime yaitu UU No. 11 tahun 
2008 tentang ITE, membentuk satuan khusus cyber crime pada direktorat krimsus 
pada beberapa polda, meningkatkan kemampuan pengetahuan personel kepolisian 
yang menangani kejahatan cyber crime melengkapi peralatan laboratorium forensic, 
meningkatkan kerjasama internasional dalam upaya pemberantasan kejahatan cyber 
crime. 

Kata kunci : Peran Polri, Pembuktian Kejahatan Cyber Crime 
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A. La tar Belakang 

BABJ 

PENDAHULUAN 

Dewasa ini globalisasi melingkupi berbagai lini atau aspek kehidupan 

rnanusia di berbagai ternpat baik dari negara berkembang sampai dengan negara 

maju, baik dari daerah pedesaan sampai kepada daerah perkotaan. Globalisasi yang 

bersifat universal tersebut tidak terlepas dari peranan teknologi informasi yang 

mengalami kemajuan bahkan teknologi informasi dewasa ini ikut mempengaruhi 

perilaku dan budaya masyarakat sehingga kebutuhan manusia akan teknoJogi 

infonnasi rnenjadi suatu kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-hari. 

Evolusi produk-produk teknologi khususnya teknologi infonnasi terns 

berjalan dan berkembang dari masa ke masa dengan tujuan untuk rnenciptakan suatu 

produk teknologi informasi yang memperlancar kornunikasi dan penyebaran 

informasi yang tentunya akan sangat membantu kegiatan sehari-hari manusia. 

Salah satu produk teknologi informasi yang berkembang cepat adalah 

pernanfaatan komputer sebagai media telekomunikasi dan infonnasi. Komputer 

merupakan suatu perangkat ataupun sistern elektronik yang mengolah atau 

memproses data atau infonnasi sebagaimana diperintahkan, terdiri atas perangkat 

keras elektronik (hardware), dan perangkat lunak program kornputer (software), 

prosedur-prosedur (procedures), penggunaannya (brainware) serta data atau 
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informasi sendiri (content). 1 

Dewasa ini komputer tidak hanya dipergunakan sebagai media penyimpan 

atau penyusun data, namun sudah semakin berkembang dengan memanfaatkan 

komputer sebagai media komunikasi yang canggih yaitu Internet. Internet pada 

awalnya hanya dikembangkan secara terbatas untuk kepentingan militer, riset pada 

bidang pendidikan, sejalan dengan perjalanan waktu berkembang meliputi seluruh 

sendi-sendi kehldupan manusia sampai kepada bidang hiburan, perdagangan, 

kesehatan, surat elektrik, dan sebagainya. 

Internet (Interconnected Network) merupakan jaringan (network) komputer 

yang terdiri dari ribuan jaringan komputer independen yang dihubungkan satu dengan 

yang lainnya. Internet merupakan media pengantar sebagaimana media pengantar 

dalam bentuk lainnya.Z Internet memberikan pelayanan komunikasi dengan berbagai 

kemanfaatan tanpa batas sehingga manusia menjadi semakin penuh kreasi dalam 

menjalin komunikasi di segala aspek kehidupan satu dengan yang lain. 

Namun di batik dampak positif penggunaaan internet terdapat juga dampak 

negatif yang sangat berbahaya yaitu munculnya kejahatan dunia dengan modus 

operandi yang lebih canggih yang dikenal dengan "Cyber crime". Cyber crime 

merupakan kejahatan yang terjadi karena penyimpangan pemanfaatan teknologi 

dalam kehidupan masyarakat. Cyber crime merupakan momok yang menakutkan bagi 

1 Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, (Jakarta Raja Grafindo Persada), 2003, Hal 

54. 
2 Freddy Harris, Pengantar Menanti Hukum di Cyberspace, Jumal Hukum dan Teknologi, Edisi 

I Tahun 1, 2001, hal5. 
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